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I. UMUM 

 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, 

perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum 

adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah 

Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk 

perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap 

rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal 

ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 

melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 

menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 

mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, 

melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, 

meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, 

meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan 

penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan 

keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. 

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap 

pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah 

kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 

merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan 

upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 

cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.  
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Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara 

mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak 

atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya 

untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi 

sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius 

terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan 

masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung 

pada lahannya. 

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang 

diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian 

melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan 

pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan 

sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena 

itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan 

melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan 

ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. 

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten 

Boyolali tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Kondisi ini 

mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (tuna 

kisma) di Kabupaten Boyolali. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya 

meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di 

kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali 

berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin 

mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang 

berbatasan langsung dengan perkotaan. 

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan 

kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Boyolali serta mencegah 

terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada 

lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini 

maupun generasi masa depan. 
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 Huruf b  

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya 

dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin 

terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 

nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa 

mendatang. 

 Huruf c  

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan 

dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat 

lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 

 Huruf d 

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” 

adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 Huruf e  

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” 

adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara 

Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan 

dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.  

 Huruf f  

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan 

masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan 

pengawasan. 

 Huruf g  

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa 

terkecuali. 

 Huruf h  

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu 

dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan 

negara serta kemampuan maksimum daerah. 
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 Huruf i   

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan 

lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian 

lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan 

daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 Huruf j   

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan 

di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum 

daerah. 

 Huruf k  

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki karena 

peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap 

keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 Huruf  l      

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan 

keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, 

dan ubi kayu. 

 Huruf m  

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan 

sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal 

misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau 

Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk 

Kepulauan Maluku. 

Pasal 3 

Huruf a  

Cukup jelas.  

Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c  

Cukup jelas. 

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e  

Cukup jelas.  

Huruf f  

Cukup jelas.  
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Huruf g  

Cukup jelas.   

Huruf h  

Cukup jelas.  

Huruf i  

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah 

kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor 

pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan 

kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan 

meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional 

dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh 

melalui:  

1). Pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran;  

2). Peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi 

pertanian; dan  

3).  Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan 

sumber daya alam secara berkelanjutan. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Huruf a  

    Cukup jelas. 

Huruf b 

 Yang dimaksud dengan ”kawasan lahan marginal” adalah 

lahan-lahan konversi dimana kesuburan tanah sudah 

berkurang atau lahan kritis yang telah diusahakan 

pengembalian produktifitasnya kurang mendukung. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

         Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” 

adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” 

adalah instansi vertikal yang terkait dengan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “masyarakat petani” adalah suatu 

kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di 

wilayahnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1)     

Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “sawah beririgasi teknis” adalah 

jaringan irigasi yang konstruksi bangunannya dibuat 

permanen dan dilengkapi dengan pintu pengaturan, pada 

sistem jaringan ini antara saluran pembawa dan saluran 

pembuang terpisah secara jelas. 

Huruf b 

 Yang dimaksud dengan “sawah setengah teknis” adalah 

jaringan irigasi yang konstruksi bangunannya dibuat 

permanen atau semi permanen dan dilengkapi dengan 

pintu pengaturan, pada sistem jaringan ini antara saluran 

pembawa dan saluran pembuang tidak sepenuhnya 

terpisah. 

Huruf c 

 Yang dimaksud dengan “sawah sederhana” adalah 

jaringan irigasi yang konstruksi bangunannya masih 

bersifat tidak permanen sementara dan jaringan ini tidak 

dilengkapi dengan pintu-pintu pengatur dan diantara 

saluran pembawa dengan saluran pembuang tidak 

terpisah masih menjadi satu. 
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Huruf d 

 Yang dimaksud dengan “sawah tadah hujan” adalah 

sawah yang memanfaatkan hujan sepenuhnya sebagai 

sumber air. 

Huruf e 

 Yang dimaksud dengan “tegalan” adalah daerah dengan 

lahan kering yang tergabung pada pengairan hujan 

ditanami tanaman semusim dan tanaman tahunan, 

terpisah dengan lingkungan. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1)     

Huruf a   

Yang dimaksud dengan “kriteria kesatuan hamparan” 

adalah kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang didasarkan atas luasan lahan pada satu hamparan 

pada skala ekonomi sehingga pertambahan produksi 

menyebabkan biaya rata–rata menjadi semakin rendah 

karena terjadi peningkatan efisiensi pengunaan faktor 

produksi.  

 Huruf b  

Yang dimaksud dengan “kriteria kesesuaian lahan” adalah 

lahan–lahan yang sesuai diusahakan untuk tanaman 

pangan pokok berdasarkan kelas kesesuaian lahan.  

Huruf c   

Cukup jelas 

Huruf d       

 Cukup jelas.   

Ayat (2)      

Cukup jelas.   

Ayat (3)     

Cukup jelas.   

Ayat (4)     

Huruf a   

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah 

kemampuan atau daya dukung lahan untuk memperoleh 

hasil produksi tertinggi per satuan luas dalam satuan 

waktu tertentu.  

Huruf b   
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Yang dimaksud dengan “intensitas pertanaman” adalah 

frekuensi penanaman komoditi pangan pada suatu 

hamparan lahan dalam satu tahun.  

 

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “ketersediaan air” adalah kondisi 

jumlah air yang tersedia yang dibutuhkan melalui 

pengelolaan irigasi dan air serta tingkat curah hujan, 

untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan pertanian 

pangan.         

Huruf d   

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah proses 

pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk 

menghasilkan pangan sekaligus menjaga kondisi 

lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan pertanian 

seperti erosi tanah akibat pengelolaan tanah pertanian 

yang tidak tepat ataupun pemakaian bahan kimia yang 

berlebihan hingga mengakibatkan perubahan sifat fisik, 

kimiawi maupun biologis tanah.  

Huruf e   

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah 

penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya 

serta karakteristik budi daya dan daerahnya dalam 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.   

Huruf f   

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah 

penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk 

menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan dan 

kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan 

generasi berikutnya. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "optimasi lahan" adalah 

memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang 

bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Huruf a 

 Cukup jelas. 
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Huruf b  

 Cukup jelas. 

Huruf c  

 Cukup jelas. 

Huruf d  

 Cukup jelas. 

Huruf e  

 Cukup jelas. 

Huruf f  

 Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan teknologi pertanian” 

adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian 

untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang 

lebih baik. 

Huruf g  

 Yang dimaksud dengan ”pengembangan inovasi pertanian” 

adalah intensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui 

pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas 

dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan 

kelembagaannya. 

Huruf h  

 Cukup jelas. 

Huruf i  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Huruf a  

 Cukup jelas. 

Huruf b  

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Yang dimaksud dengan “sistem pertanian terpadu” adalah 

sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, 

perikanan, dan ilmu lainnya yang terkait dengan pertanian 

dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah 

satu solusi bagi peningkatan produktifitas lahan. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
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Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pengembangan 

penganekaragaman pangan” adalah upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan 

mutu keamanan pangan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “identifikasi dan pemetaan 

kesesuaian lahan” hasil survei untuk mengkaji pola 

tanam, produktivitas sampai jenis irigasi untuk 

identifikasi lahan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pemetaan zonasi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan” adalah merencanakan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dari parameter tiap 

identifikasi berdasarkan parameter atau nilai terendah 

dalam penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “inovasi pertanian” adalah upaya 

yang disampaikan melalui kegiatan penyuluhan dengan 

teknologi baru diaplikasikan untuk mencapai perubahan 

demi terwujud perbaikan taraf hidup petani. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “fungsi agroklimatologi dan 

hidrologi” adalah suhu kelembapan dan ketersediaan air 

dalam hal ini pengairan. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “fungsi ekosistem” adalah 

berbagai unit dasar aktifitas pertanian yang terkait secara 

ruang dan fungsi mencakup komponen biotik, abiotik, 

dan interaksinya. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “sosial budaya dan kearifan lokal” 

adalah gagasan atau ide setempat yang bersifat bijaksana, 

penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti 

oleh anggota masyarakat. 
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Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Ayat (1)  

 Yang dimaksud dengan “konservasi tanah dan air” adalah upaya 

memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan 

fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam 

kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun 

yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

 

Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2)  

 Yang dimaksud dengan ”pihak lain” adalah pihak yang ada 

kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya 

penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional. 

Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

Ayat (5)  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2)  

 Huruf a  

  Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi 

koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, 

pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, 

perlindungan dan pemberdayaan petani, serta 

pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 



- 12 - 
 

 Huruf b  

  Cukup jelas. 

 Huruf c  

  Cukup jelas. 

 Huruf d  

  Cukup jelas. 

 Huruf e  

  Cukup jelas. 

 Huruf f  

  Cukup jelas. 

Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “proteksi” adalah perlindungan 

tanaman. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “tingkat fragmentasi lahan” adalah 

penurunan rata-rata garapan usaha tani petani, semakin kecil 

persil lahan garapan suatu usaha tani. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 
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Cukup jelas. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “kolektivitas usaha pertanian” adalah 

sebuah bentuk gotong royong yang menghasilkan banyak nilai 

tambah dalam kehidupan bermasyarakat. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “terjadi bencana alam” adalah 

bencana alam hilang atau rusaknya infrastruktur secara 

permanen dan membahayakan keselamatan jiwa. 

 

Pasal 35 

Ayat (1)     

Huruf a     

Cukup jelas.   

Huruf b    

Cukup jelas.   

Huruf c     

Cukup jelas.   

Huruf d     

Cukup jelas.  

Huruf e     

Cukup jelas.   

Huruf f     

Cukup jelas.   

Huruf g     

Cukup jelas.  

Huruf h     

Cukup jelas.     

Huruf i     

Cukup jelas.   

Huruf j    
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Cukup jelas.   

 

Huruf k    

Cukup jelas.   

Huruf l     

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” 

adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau 

dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang 

mengalami musibah baik yang disebabkan oleh bencana 

alam dan/atau akibat yang lain.   

Huruf m   

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kawasan 

suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai 

kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau 

ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan 

perkembangannya berlangsung secara alami.  

Huruf n   

 Cukup jelas.  

 

 Ayat (2)     

Cukup jelas.   

 Ayat (3)     

Cukup jelas.    

 Ayat (4)     

Cukup jelas.    

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 
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Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

 Ayat (1)  

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak 

masyarakat seperti:  

a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” 

sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;  

b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau 

menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan 

sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;  

c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di 

dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; 

d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 

tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, 

serta sosial-budaya lokal yang ada;  
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e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah terlantar yang 

ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;  

f.  menyampaikan laporan terkait dengan distribusi 

pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar 

pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan 

berkeadilan; 

g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk 

penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;  

h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, 

pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku;  

i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk 

perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; 

dan/atau  

j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara 

sistematik dan sporadik. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, 

organisasi, atau badan usaha. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 
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